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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good government governance
terhadap akurasi data keuangan dan akuntabilitas anggaran pada Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan. Penelitian ini
dilatar belakangi oleh pentingnya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
dalam menjamin keakuratan data serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran di
sektor publik, khususnya bidang kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode kuantitatif dengan pendekatan analisis Partial Least Square (PLS). Data
dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 88 responden yang terdiri dari pegawai
di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Kabupaten Nunukan. Variabel penelitian meliputi Good government governance (X),
Akurasi Data (Y1), dan Akuntabilitas Anggaran (Y2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Good government governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap akurasi data
keuangan. Selain itu, akurasi data keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
akuntabilitas anggaran. Namun demikian, pengaruh langsung Good government
governance terhadap akuntabilitas anggaran terbukti tidak signifikan. Hal ini
mengindikasikan bahwa tata kelola yang baik memerlukan dukungan infrastruktur data
yang valid agar dapat berdampak nyata pada akuntabilitas. Lebih lanjut, akurasi data
terbukti memediasi hubungan antara Good government governance dan akuntabilitas
anggaran, sehingga memperkuat peran data sebagai elemen krusial dalam sistem
pertanggungjawaban keuangan publik.

Kata Kunci: Good government governance, akurasi data, akuntabilitas anggaran.
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Abstract

This study aims to determine the effect of Good government governance on financial data
accuracy and health budget accountability at the Nunukan Regency Health, Population
Control, and Family Planning Office. This research is motivated by the importance of
implementing good governance principles to ensure data accuracy and accountability for
budget use in the public sector, particularly in the health sector. The research method used
was a quantitative method with a Partial Least Squares (PLS) analysis approach. Data were
collected through questionnaires distributed to 88 respondents, consisting of employees at
the Nunukan Regency Health, Population Control, and Family Planning Office. The research
variables included Good government governance (X), Data Accuracy (Y1), and Budget
Accountability (Y2). The results of the study indicate that Good government governance has
a positive and significant effect on financial data accuracy. Furthermore, financial data
accuracy has a positive and significant effect on budget accountability. However, the direct
effect of Good government governance on budget accountability was insignificant. This
indicates that good governance requires the support of a valid data infrastructure to have a
significant impact on accountability. Furthermore, data accuracy has been shown to mediate
the relationship between Good government governance and budget accountability, thus
strengthening the role of data as a crucial element in the public financial accountability
system..

Keywords: Good government governance, data accuracy, budget accountability.

PENDAHULUAN

Di era dinamika global dan pesatnya perkembangan teknologi informasi,
tuntutan terhadap perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Government Governance / GGG) menjadi semakin mendesak. Prinsip-prinsip utama
GGG —seperti partisipasi, supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, dan
efektivitas—merupakan fondasi fundamental dalam membangun birokrasi yang
responsif, adaptif, dan terpercaya (UNDP, 2016). Dalam lanskap penyelenggaraan
pemerintahan di Indonesia, urgensi penerapan GGG ditegaskan melalui Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan
bahwa desentralisasi fiskal dan otonomi daerah harus berlandaskan pada prinsip
transparansi dan akuntabilitas publik. Implementasi GGG diharapkan tidak hanya
meningkatkan mutu pelayanan publik secara holistik, tetapi juga mendorong
transformasi birokrasi yang profesional dan akuntabel (Dwiyanto, 2016).

Meningkatnya kesadaran kritis masyarakat terhadap hak atas informasi
publik memicu tuntutan yang semakin kuat terhadap transparansi pengelolaan fiskal
negara. Hal ini direspons oleh pemerintah melalui pengesahan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP). Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan
keandalan pengendalian internal merupakan pilar utama dalam menjamin
efektivitas pengalokasian anggaran publik, sekaligus membangun kembali
kepercayaan publik (public trust) terhadap institusi pemerintah.
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Dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), penerapan GGG
memiliki peranan yang sangat strategis pada sektor-sektor publik vital, khususnya
pelayanan kesehatan. Tata kelola yang baik pada sektor kesehatan berdampak
langsung terhadap keadilan akses, mutu layanan, dan efisiensi alokasi sumber daya
(WHO, 2021). Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan menggarisbawahi pentingnya pengintegrasian tata
kelola yang inklusif untuk menjamin layanan kesehatan yang berkelanjutan. Sebagai
sektor yang padat modal dan padat karya, sektor kesehatan sangat bergantung pada
ketersediaan data finansial yang akurat serta akuntabilitas anggaran yang ketat.
Ketiadaan data yang valid dan transparan berisiko memicu ketidaktepatan
perencanaan sarana, obat-obatan, dan tenaga medis, serta membuka celah inefisiensi,
pemborosan, hingga penyalahgunaan alokasi dana publik (UU No. 17 Tahun 2003;
Permenkes No. 21 Tahun 2020).

Kondisi tersebut menjadi semakin krusial apabila ditinjau pada wilayah
perbatasan, seperti Kabupaten Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai
daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, Kabupaten Nunukan dihadapkan pada
tantangan geografis yang kompleks, aksesibilitas transportasi yang terbatas, serta
ketimpangan infrastruktur. Tantangan geografis ini berpotensi memengaruhi
validitas pelaporan data keuangan serta efektivitas pengawasan anggaran pada
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Nunukan. Padahal, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran kesehatan
minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di luar belanja
pegawai.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Nunukan secara konsisten memenuhi
ambang batas minimal alokasi anggaran tersebut, pergerakan tren alokasi anggaran
kesehatan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang perlu
dicermati, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. 1 Alokasi Anggaran Kesehatan Kabupaten Nunukan 2021-2024

Persentase

Anggaran

Tahun Belanja APBD (Rp) ;zgl‘;':gg?;ar; Kesehatan
P terhadap

APBD (%)

2021 | Rp 1.374.812.709.927,17 |Rp 311.643.589.821,00 | 22,67%

2022 | Rp 1.372.110.154.324,00 | Rp 235.401.696.250,00 | 17,16%

2023 | Rp 1.691.149.846.063,00 |Rp 287.261.953.704,00 | 16,99%
2024 | Rp 2,307,069,408,770.00 |Rp 378,245,118,065.00 | 16,4 %

Sumber: Sub Bagian Penyusunan Program Dan Anggaran Di Dinas
Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Munukan (2021-2024)
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Berdasarkan data pada Tabel 1, terjadi kecenderungan penurunan proporsi
anggaran kesehatan terhadap total APBD dari sebesar 22,67% pada tahun 2021
menjadi 16,40% pada tahun 2024. Meskipun secara nominal nilai anggaran kesehatan
mengalami peningkatan seiring lonjakan APBD (mencapai Rp 378,24 miliar pada
tahun 2024), penurunan persentase alokasi ini menuntut efisiensi dan akuntabilitas
pengelolaan anggaran yang semakin tinggi. Setiap rupiah alokasi dana publik harus
dipastikan terkelola secara akurat, transparan, dan tepat sasaran guna menjawab
kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat perbatasan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membuktikan keberhasilan penguatan
GGG dalam meningkatkan kinerja sektor publik. Sofyani et al. (2020)
mengemukakan bahwa penerapan tata kelola yang baik berkontribusi positif
terhadap akuntabilitas dan transparansi penganggaran sektor publik. Hal ini
diperkuat oleh studi Fitrianti dan Sari (2024) yang menyimpulkan bahwa
transparansi dan akuntabilitas merupakan variabel kunci dalam mewujudkan
pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab. Kendati demikian, literatur
empiris yang secara spesifik menguji dampak GGG terhadap akurasi data keuangan
dan akuntabilitas anggaran sektor kesehatan—khususnya pada entitas dinas
kesehatan di kawasan perbatasan dengan keterbatasan geografis—masih relatif
terbatas.

Studi ini memberikan kontribusi ganda, baik secara teoretis maupun praktis.
Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah literatur akuntansi sektor
publik dan tata kelola birokrasi dalam konteks wilayah perbatasan negara. Secara
praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan evaluatif
berbasis bukti (evidence-based policy) bagi pemangku kepentingan di Kabupaten
Nunukan untuk memperkuat pengawasan internal, transparansi fiskal, serta
efektivitas pengelolaan anggaran kesehatan publik.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode
explanatory research, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan
kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis yang telah ditetapkan
sebelumnya. Dalam penelitian ini, pendekatan Structural Equation Modeling (SEM)
digunakan untuk menganalisis hubungan simultan antara variabel Good
government governance (X) terhadap Akurasi Data Keuangan (Y1) dan
Akuntabilitas Anggaran (Y2), termasuk peran mediasi dari variabel Y1. Model SEM
dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menguji model struktural yang
kompleks secara menyeluruh dan simultan, serta mengukur keterkaitan langsung
dan tidak langsung antar variabel laten. Penelitian ini juga memanfaatkan Partial
Least Square-SEM (PLS-SEM) karena jenis datanya bersifat eksploratif dan tidak
sepenuhnya memenuhi asumsi distribusi normal, serta jumlah sampel yang terbatas.

Rancangan penelitian ini bersifat kausalitas, karena bertujuan menjelaskan
hubungan sebab-akibat antar variabel, dan bersifat cross- sectional, karena data
dikumpulkan dalam satu waktu tertentu untuk menganalisis fenomena yang sedang
berlangsung pada saat penelitian dilakukan.
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KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NUNUKAN
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaruh Good government governance terhadap Akurasi Data (X — Y1)

Hasil wuji hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa Good government
governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akurasi Data Keuangan
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. Berdasarkan hasil analisis model
struktural (path coefficient), diperoleh nilai original sample sebesar 0.800, t- statistic
sebesar 19.014, dan p-value sebesar 0.000 yang berarti lebih kecil dari 0.05. Temuan
ini membuktikan bahwa semakin baik penerapan prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik, maka semakin tinggi pula tingkat akurasi data keuangan
yang dihasilkan oleh instansi tersebut.

Secara empiris, temuan ini membuktikan bahwa semakin optimal
pengimplementasian prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pada
instansi tersebut, semakin tinggi pula tingkat akurasi dan keandalan data keuangan
yang dihasilkan.Mekanisme hubungan ini dapat dijelaskan melalui internalisasi
dimensi-dimensi GGG —meliputi partisipasi, transparansi, responsivitas, efektivitas
dan efisiensi, serta supremasi hukum—ke dalam siklus akuntansi publik. Dalam
operasionalisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, keterbukaan informasi
menjamin aksesibilitas verifikasi data secara berjenjang, sementara prinsip
responsivitas mempercepat koreksi atas ketidaksesuaian pencatatan. Di samping itu,
supremasi hukum memberikan kepastian bahwa seluruh alur pengolahan data
tunduk pada standar regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 92 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan. Penerapan prinsip-
prinsip ini menciptakan pedoman kerja yang terstruktur bagi para pegawai dalam
melakukan input, validasi silang (cross-validation) antar-subbagian, hingga
penyajian laporan keuangan yang autentik dan bebas dari risiko manipulasi.

Secara praktis, penguatan tata kelola ini terwujud melalui modernisasi
administrasi keuangan, seperti pemanfaatan sistem pelaporan elektronik (e-
reporting), pengawasan internal yang berkesinambungan, serta peningkatan
kompetensi teknis sumber daya manusia (SDM). Integrasi teknologi dan mekanisme
kontrol internal yang ketat mampu meminimalkan human error serta mempercepat
proses rekonsiliasi data. Akibatnya, data keuangan yang dihasilkan tidak hanya
presisi, tetapi juga memiliki tingkat integritas yang tinggi untuk dijadikan basis
perencanaan operasional dan pengambilan keputusan strategis di sektor pelayanan
kesehatan masyarakat perbatasan.Temuan penelitian ini selaras dengan studi yang
dilakukan oleh Sofyani et al. (2020), yang mengemukakan bahwa penerapan tata
kelola pemerintahan yang baik secara terintegrasi mampu meningkatkan kualitas
dan akurasi pelaporan keuangan publik melalui transparansi dan kontrol internal.

Hasil ini juga memperkuat penelitian Al-Mamary et al. (2022) yang menegaskan
bahwa pelaksanaan prinsip GGG merupakan determinan utama dalam menjamin
keakuratan data dan efektivitas sistem informasi keuangan di sektor publik. Lebih
lanjut, temuan ini mendukung artikulasi teoretis Mardiasmo (2018) mengenai
akuntabilitas publik, di mana ketersediaan data keuangan yang akurat, andal, dan
tepat waktu merupakan wujud konkret dari pelaksanaan good governance. Secara
keseluruhan, penguatan prinsip GGG terbukti menjadi instrumen strategis dalam
membangun sistem tata kelola keuangan yang kredibel, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan di tingkat daerah.
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2. Pengaruh Good government governance terhadap Akuntabilitas Anggaran (X —
Y2)

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa Good
government governance (GGG) berpengaruh positif namun tidak signifikan
terhadap Akuntabilitas Anggaran pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan. Hal ini dibuktikan oleh nilai original
sample sebesar 0.322, t-statistic 1.901, dan p-value 0.057, yang berada di atas batas
signifikansi 0.05. Dengan demikian, meskipun hubungan antar variabel berada
pada arah yang positif, namun secara statistik pengaruhnya belum dapat
dinyatakan signifikan.

Temuan ini memberikan eksplanasi teoretis yang mendalam bahwa
keberadaan kerangka kerja tata kelola yang baik tidak secara otomatis menjamin
terwujudnya akuntabilitas anggaran secara langsung. Data deskriptif menunjukkan
bahwa responden menilai penerapan prinsip-prinsip GGG —seperti transparansi,
partisipasi, responsivitas, efektivitas, dan supremasi hukum — telah berjalan dengan
baik. Namun, pengimplementasian tata kelola yang bersifat prosedural berisiko
hanya berhenti pada tataran formalitas normatif apabila tidak ditopang oleh
keandalan dan keakuratan data keuangan. Dalam konteks akuntansi sektor publik,
akuntabilitas anggaran membutuhkan evidence-based reporting, yaitu
pertanggungjawaban yang bersandar pada bukti empiris dan validitas data yang
tinggi. Tanpa dukungan data keuangan yang akurat, terverifikasi, dan konsisten,
mekanisme GGG belum mampu menghasilkan akuntabilitas anggaran yang
bersifat substantif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Rahmawati et al. (2020) serta
Putra dan Jatmiko (2021), yang mengemukakan bahwa pengaruh GGG terhadap
akuntabilitas publik baru menjadi optimal apabila didukung oleh kualitas
informasi dan data yang kuat. Tata kelola tanpa fondasi data yang presisi
cenderung belum mampu menghasilkan pertanggungjawaban kinerja anggaran
yang komprehensif. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa keakuratan data
keuangan berfungsi sebagai faktor pemampu (enabler) yang menentukan sejauh
mana tata kelola dapat diterjemahkan menjadi pertanggungjawaban anggaran yang
nyata.

Secara praktis, hasil ini memberi implikasi bahwa penguatan akuntabilitas
anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan tidak cukup hanya dengan
mengandalkan komitmen atas penerapan prinsip GGG secara umum. Diperlukan
langkah konkrit berupa penguatan sistem data, seperti pengetatan prosedur
verifikasi internal, standarisasi entri data, serta pengoptimalan integrasi teknologi
informasi dalam proses pelaporan. Dengan demikian, efektivitas penerapan GGG
dalam mewujudkan akuntabilitas anggaran sangat bergantung pada sejauh mana
keakuratan data keuangan dapat dijamin dan dipertanggungjawabkan kepada
publik.

3. Pengaruh Akurasi Data terhadap Akuntabilitas Anggaran (Y1 — Y2).

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa Akurasi Data
Keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas
Anggaran pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Nunukan. Nilai path coefficient sebesar 0.529 dengan t-statistic 3.530
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dan p-value 0.000 menunjukkan bahwa kualitas akurasi data keuangan merupakan
faktor penentu dalam membentuk akuntabilitas anggaran. Temuan ini menegaskan
bahwa akuntabilitas tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan prosedural, tetapi
sangat bergantung pada mutu informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar
pelaporan dan pertanggungjawaban.

Secara teoritis, akuntabilitas anggaran menuntut adanya keselarasan mutlak
antara tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan realisasi belanja.
Keselarasan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila data yang dicatat
mencerminkan kondisi riil di lapangan, konsisten antarperiode, serta dapat
diverifikasi secara objektif. Berdasarkan Information Quality Theory (Wang &
Strong, 1996), dimensi akurasi, konsistensi, dan kelengkapan data merupakan pilar
utama yang menentukan nilai guna informasi dalam pengambilan keputusan serta
pertanggungjawaban organisasi. Selain itu, mekanisme ini dapat dijelaskan melalui
Agency Theory, di mana pemerintah bertindak sebagai agen yang wajib
mempertanggungjawabkan alokasi sumber daya kepada masyarakat sebagai
prinsipal. Akurasi data keuangan berperan sebagai instrumen vital untuk
mereduksi asimetri informasi (information asymmetry) antara agen dan prinsipal,
sehingga publik dan lembaga pengawas dapat menilai kinerja pengelolaan fiskal
secara transparan dan berimbang.

Temuan penelitian ini memperkuat artikulasi Mardiasmo (2018) yang
menyatakan bahwa akuntabilitas publik tidak dapat dipisahkan dari kewajiban
menyajikan informasi keuangan yang benar, utuh, dan kredibel. Hasil ini juga
sejalan dengan temuan empiris Munawaroh et al. (2023) serta Dewi (2023) yang
menyimpulkan bahwa akurasi informasi keuangan merupakan fondasi utama
dalam membangun sistem akuntabilitas publik yang andal. Sebaliknya, temuan ini
turut mendukung penelitian Aminy et al. (2021) yang menunjukkan bahwa
kelemahan pada kualitas dan akurasi data berpotensi mendistorsi pelaporan,
sehingga menghambat pencapaian akuntabilitas anggaran yang substantif
meskipun kerangka tata kelola telah formal diimplementasikan.

Secara praktis, akurasi data keuangan bertindak sebagai pendorong utama yang
menghubungkan mekanisme administratif dengan pertanggungjawaban anggaran yang
nyata. Keandalan data memfasilitasi kelancaran proses audit, meningkatkan efisiensi
evaluasi kinerja program kesehatan, dan meminimalkan risiko misalokasi anggaran. Oleh
karena itu, upaya peningkatan akuntabilitas anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Nunukan harus diprioritaskan melalui penguatan pengendalian mutu data keuangan, agar
pertanggungjawaban publik yang dihasilkan tidak sekadar memenuhi formalitas birokrasi,
tetapi memberikan nilai manfaat yang terukur.

4. Akurasi data keuangan memediasi pengaruh Good government governance

terhadap akuntabilitas anggaran

Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) menunjukkan bahwa Akurasi Data
Keuangan memediasi secara positif dan signifikan pengaruh Good government
governance terhadap Akuntabilitas Anggaran di Dinas Kesehatan Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan. Berdasarkan hasil
indirect effect analysis, diperoleh nilai original sample sebesar 0,423, t-statistic
sebesar 3,428, dan p-value sebesar 0,001 yang berada di bawah ambang batas 0,05.
Hal ini berarti bahwa Good government governance tidak hanya berpengaruh
langsung terhadap Akuntabilitas Anggaran, akan tetapijuga secara tidak langsung
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melalui peningkatan Akurasi Data Keuangan. Dengan kata lain, semakin baik
penerapan prinsip-prinsip Good government governance, maka semakin tinggi
pula akurasi data keuangan yang pada gilirannya memperkuat akuntabilitas
anggaran.

Secara konseptual, temuan ini mempertegas peran strategis akurasi data
keuangan sebagai jembatan penjelas (explanatory bridge) yang menghubungkan
tata kelola birokrasi dengan pertanggungjawaban publik. Prinsip-prinsip GGG —
seperti partisipasi, transparansi, responsivitas, efektivitas, dan supremasi hukum —
menciptakan iklim kelembagaan yang kondusif bagi standarisasi pengelolaan data.
Tata kelola yang baik mendorong kerapian pencatatan, ketertiban pelaporan, dan
efektivitas validasi silang. Data yang akurat dan bebas dari manipulasi inilah yang
pada gilirannya mentransformasikan komitmen tata kelola normatif menjadi
pertanggungjawaban anggaran yang substantif. Hal ini sejalan dengan kerangka
Public Sector Accountability (Mardiasmo, 2018), yang menegaskan bahwa
akuntabilitas publik hanya dapat terwujud apabila sistem pelaporan didasarkan
pada data yang presisi, transparan, dan terverifikasi. Selain itu, temuan ini
mendukung pandangan OECD (2020) yang menyatakan bahwa efektivitas GGG
menuntut data accuracy dan financial integrity agar audit serta evaluasi kinerja
dapat dilakukan secara objektif.

Hasil pengujian mediasi ini konsisten dengan temuan empiris Dewi (2023) yang
menunjukkan bahwa pengaruh GGG terhadap kualitas pelaporan keuangan publik
sangat bergantung pada keandalan pengendalian internal dan presisi data.
Demikian pula, Munawaroh et al. (2023) membuktikan bahwa penerapan prinsip
GGG dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berimplikasi positif terhadap
akuntabilitas pelaporan melalui efektivitas peran integritas data keuangan. Temuan
ini memperkuat konsensus akademis bahwa kerangka tata kelola tanpa ditopang
oleh kualitas data yang kredibel tidak akan mampu menghasilkan
pertanggungjawaban fiskal yang berdaya uji.

Dalam konteks operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, efek
mediasi ini menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan sistem informasi keuangan
daerah (seperti SIPD/SIMDA dan SAKIP). Pemanfaatan teknologi informasi yang
didisiplinkan oleh prinsip GGG memungkinkan pencatatan keuangan secara real-
time yang terintegrasi dengan mekanisme audit internal. Pada wilayah perbatasan
yang menghadapi kendala geografis, keandalan sistem data keuangan ini menjadi
instrumen utama dalam mencegah bias pelaporan dan misalokasi alokasi dana
publik. Dengan demikian, penguatan GGG harus difokuskan untuk menjamin
presisi data keuangan, yang pada akhirnya secara sistematis memperkuat
akuntabilitas penggunaan anggaran kesehatan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dari itu peneliti
membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Good government governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Akurasi Data Keuangan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan
Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan. Hal ini menunjukkan bahwa
penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik mampu meningkatkan
kualitas dan keakuratan data keuangan..
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2. Akurasi Data Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Akuntabilitas Anggaran Kesehatan. Semakin akurat data keuangan yang
dihasilkan, semakin baik pula pertanggungjawaban penggunaan anggaran
kesehatan.

3. Good government governance tidak berpengaruh secara langsung dan signifikan
terhadap Akuntabilitas Anggaran Kesehatan. Temuan ini mengindikasikan
bahwa penerapan tata kelola pemerintahan yang baik belum secara langsung
berdampak pada akuntabilitas anggaran tanpa didukung oleh kualitas data yang
memadai.

4. Akurasi Data Keuangan terbukti memediasi pengaruh Good government
governance terhadap Akuntabilitas Anggaran Kesehatan. Hal ini menunjukkan
bahwa akurasi data merupakan faktor kunci yang menjembatani penerapan tata
kelola pemerintahan yang baik dengan terwujudnya akuntabilitas anggaran
secara nyata.
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